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I. Undung-Undung Nemer 13 Tahun 2002 tentang
Pembenruknn Kola Bima di Provinsi Nusn Tenggara Barat
(tembaran Nogera Republik Indonesia T"hun 2002 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negera Rcpublik Indonesia
Nomor 4188):

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik
Indoncsu. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negaro Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telAh dlubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 len tang Hubungan
Keuangan antara Pernerintah Pusru dan Pemeeinrahan
Daerah (Lemba.ran Negara Republlk Indonesia Tahun

Q. baI1\\"Bkekayaan intelckrual mempunyai peranan strategis
dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana dlamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945:

b. bahwa KOl9 Bimn memiliki berbagai hasll kreativitas dan
incvasi Kekayaon Intelekrual (IU) dun Ekspresi Budayo
Tracllslcnal (f:;BT) sebagai sumber dllYo yang harus
dileslarikan, dilindungi, dibine, dan dikembangkan
schingga mendukung daya saing Kota aima sebagai KOla
yang moju di Indonesia;

c. bahwa dalam upaya melindungi has,l kreativitas dan
inovasi kckayaan intelektual dan ekspresi budaya
tnldisional pertu memiliki payung hukum yang jellls
sebagai pijakan masyarakat:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebegaimana climaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. perlu mcnctapkan
Peraturan lVaJikota tentang Pcngclolaan Kekayaan
tnrelekrua]:

WALIKQTA BI},!A,

PENGELOLA!lN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAH/\ ESA

TENT/ING

PERATURAN WALIKOTA SIMA
NOMOR 17 TAHIJN 2022

WlILlKO'['!I BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA SARAT

Mcnimbang



BAB I

KE'r!;:NTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikaia ini, yB.ngdimaksud dengan:
I. Daerah adaJab KOla Bima.
2. !'emerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikoto Bima.
4. Perongkat Daerah adalnh uneur pernbanru \Valikota dan Dewan

Perwakilan Rakyat Dserah daJam pcnyclenggarean urusan pcmerimahan
yang menjadi kewenangan Daerah,

PENGELOLAAN
MEMllTUSKAN:

PER"TURAN WALIKOTA TENTANG
KEKAYAANINTELEKTUAL.

Menelapkan

2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara RepubJik
Indcnesie Nomor 6757);

3. Undang Undong Nomar -28Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[Lcmbarnn Negara Rcpublik Indon •• io Tabun 20J4 Nomor
266, Tarnbahan Lernbaran Negaro Republik Indonesia
Nomor &599);

4. Undung-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
(LemOOren Negarn Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
176, Tambahan Lembaran Negar. Republik Indonesia
Namor 5922) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ketja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor (573):

o. Undang-Undnng Nomar 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan lndikasi Oeografis [l.ernbaran Negnro Rcpublik
Indonesia Tahun 2016 Nomar 252, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 6573):

6. Undang-Undang, Nomor 5 Tahun 2017 tentaug Pemajuan
Kebudnyaan (t.embAran Negru-a Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 6055);

7_ Perotti run Pernerintah Nomor 87 Tohun 2021 tentang
Peraturan Polaksana.an Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2017 teruang Pcmajuan Kebudayaan (Lcmbaran Negera
Republim Indonesia Tohun 2021 Nomor 191, Tambahan
Lembaran Ncgera Republik Indonesia Nomor 6713);



5. Hubungan Dlnas adalah hubungan kepegawaian antara apararur sipit
negara dengue Perangkat Dacrah rempat aparutur slpil negara berdinas.

6. Kekayaan Intelekrual adaJah kekayaan yang timbul atau lahir karena
kemampuan Intetektual manusla meJaJui (I~Ct cipla. rasa, dan karsanya
yang dapat berupa karya di bidang teknologi. ilmu pengetahuan. scm. dan
sastra.

7. Pengetotaan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan
pengelolaan mulai dari pendntaan, pcngintegrasien, fasilitaai, pendaftaran,
pemanfaatan. pemeliharaan, ttlil1 teknologi. pembinaan, dan pcngewasan.

8. Ekspresi Budaya TradisionnJ adalab kebudayaan karya intelektual daJam
bidang senl~ rermasuk ekspreei S8S1r9 yang mengandung unsur
karakteristik wansan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan. dan
dipehhara olch kustodiannya.

9. Hak CiPLBadalah hak ckaklusif pcncipta yang timbul sccora otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah SU.8tucipiaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangl pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraruran pcrundang-undangan,

10. Peneipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri
atau bersama-sama meng,hosilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan
pribadi.

II. Ciptaan adalah seuap hasil karya cipta di bldang ilmu pengetahuan. sent,
dan sasirn ynllg dihasilkan ntas inspirasi, kernampuan. pikiran, imajinasi.
kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk
nyata.

12. Pemegeng Hek Cipta adelah Pencipta sebngni pemilik Hnk Cipta, pihAk
yang mcncrima hak terscbut secara sah dan Pcncipta. atau pmak lain yang
menerima leblh lanjut hak dan pihak yang mcnerima hak tersebut secara
sah,

13.Hak 't'erkuit adalah hak yang berkaitan dengan HnJ, Cipta yang merupakan
bak ek.klusif bagi pelaku pertunjukan, produser ronogram. atau lembaga
penyiaran.

14. Pengumuman adalah pembaeaan, penyiaran, pameran, suaru ciptaan
dengan menggunakan alai apapun baik elektronik atau non elektronik
atau melakukan dengan earn apapun sehingga suaru cipraan dapa; dibaca,
didengar, aiau dilihat orang lain.

J5. Lisensi Hak Cipta adalah izin tertuJis yang diberikan oleh pemegang hak
cip,n AIAUpemilik hak ierkail kepada pihok lain unruk melaksanakan hak
ekonomi alas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarut tertentu.

16. Royalti Hak Cipta adalah imbalan atas pernanfaatan hak tkonomi suaru
ciptaan atau produk hak terkait yang diterima olch pencipta atou pemilik
Hak Terknlt.

17.Merekadalah tandayang bcrupa gamblU'. nama, kal9. huruf-huruf, angka­
angka, SUSUJlan v.;rarna, Blau kombinasl dari unsur ..unsur terse but yrulg
memiliki dnya pernbeda dan digunakan dlt)"", kegial9n perdagangAn
barang 'Uau jose.

18.Merek Kolcktif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa
dengal1 knrnktc,ristik yang soma mengenai sirat, em Um\lm, da_n mutu
barang atnu jasa .erla pengawasannya yang aken c1iperdagangkan oleh
bebcrapa Orat1g atau bodAI1 bukuJn seearA 1)erS9111u"sM1aunluk
membednkan dengan barong dan/atau jasa scjcnis lainnya.



19.1ndik ... i Oeografis adalah suatu tanda yang rnenunjukkan claerah asal
suatu barang dan/aliiU produk yang karcne faktcr lingkungan gecgrcfls
term•• uk faktor a1am, faktor manusia atau kombinasi dari kcdua faktor
tersebut mernberikan reputasi. kualilas, dan karakteristik tertentu pada
barang dan/atau produk yang dihasilkan,

20. Paten adalah hak eksldusif yang diberikan olch negara kcpad .. inventor
alas hasll invcnsinya di bidang teknolcgi untuk jangka waktu tertentu
metaksanakan sendiri tnvensi tersebut atau memberikan persetujuan
kepada pillak lain untuk melaksanakannya,

21. Lisensi Palen adalah tzin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang
bersilat eksklusif maupun non-ekaklwsif, kepada penertma lisensi
berdasarkan pcrjanjian tertulls untuk menggunakan paten yang masih
dilindungi dalam jangka wakru dan syanu tertenru.

22. Royalti Paten adalah imbalan yang diberikan unruk penggunaan hllk atas
Paten.

23. Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik paten atsu pihak yang
menerima hllk terse but dati pemilik paten luau pihak lain yang menerima
lebih I""JUIbilk rersebur, yang terdaftar dalam dllltar umum paten.

24. Variates asal adalab Varicl"s yang digunakon sebagai bahan dasar unruk
pembuatan Varietas Turunan Esensial yang melipuri vanetas yang
mendapat Perlindungan Variates Tanaman (PVT)dan varietas yang tidak
mendapat PVTtetapi telAIldlberi nama don didnItarkan olen pemerintah.

25. Varietas Turunan Essensinl adaJah varietas hasil perakiran dari varietas
Asai dengan menggunakan seleksi tcrtentu sedemikian TUp.. sehingga
varietas tersebut mempertahankan ekspreei sifal-sifal Esensial dari
varieras Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas
asalnya dari sifat-sifat yang timbul dan tindakan penurunan uu sendirt.

Pasal2

(I) Maksud Pengelolaan Kekayaan Intelektual in, adalah rnewujudkan daya
saing sumber days Daerah dan ni.lai tambah krca.tivitas dan inovasi Daerah
melalui peningkatan produknvitas, kreerivitaa, dan moves. Oaerah.

(2) Tujuan Pengelolaan Kekayaan lntelektual ini udalah ;
0,. mcndorong peningkatan produktivitas. kreativitas, dan inovasi

Keknyaan lntelektual masyarakat Daerah;
b. mcngcmbangkanmasyarakar berbudaya ilmu pengetahuandan

teknologi dan inovasi, masyarakat Daerah; dan
c. memberikao kepaslian hukum atas Kekayaan tnrelektual yang

dihasukan oleh masyarakat Daerab;

BAB [J

RUANG LINOKUP

Pasa13

Ruang linglrup Pengelclaan xekayaan Intelcktual meliputi:
a. pengelolaan Kekayaan lntelekrual yang dihasilkan masyarakat dan

Pernerintah Oaerah sesuai kewenangan berdasarkan peraruran perundang­
undangan: dan

b. fasilitasi berbagai kegiatBn pengelolaan mulai dari invelltarisasi.
pc:ndafl8tan. pemanfaalan, pemeliharaan, kerja sama, sislenl informasi,
partisipasi mBS)'arakal, insentif. sena pcmbinaan dan pengawasan.



(II Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Hnk Cipla sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 5 ayat (1), meliputi karya di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra.

(2) Kerye di bideng ilrnu pcngetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri alas:
a. buku, pamflet, perwajahan karya rulis yang duerbitkan, dan semua

hasil karya tulis lainnya;
b. eeramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainny..;
c. alat peraga yang dibuBI untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa leks;
c. drama, drama musikal, lOri, koreografi. pewayangan. dan pantomim;
r. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar. ukiran,

koligrafi, seni pahat, patung, ntau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;

(I) Pcmerintah Daerah scbagai Pernegang Hak Cipta BIOS Ciptaan yang
dihosilkan oleh Pencipta:
a. dalam Hubungan Dinas; atau
b. dalam bubungan ketja dengan Pemerintah Oaerall sebagai pemberi

kcrja, kecuali dipetjanjikon lain.
(2) Pencipta dalam hubungan kcrja sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

huruf b, dapat menggunakan data dan/atau prasarana dan sarana yang
discdiakao oleh Pernerintuh Daerah.

(3) Pernerintah Daerah sebagai Pemegang Hak Cipta sebagairnana dimaksud
pada ayat (1), berhak mendapatkan imbalan berupa Royalti Hak Cipta atas
Ciptaao yang dihasilkan dalnm hoi Ciptaan dikomersialkan.

Paragraf2

Pengelctaan Hak Cipta

PasaJ6

PasalS

BABm

HAl( CIi'TA DAN EKSPRESIBIJDAYATRADISIONAL

Bagian Kesatu

Hal<Cipta

Paragraf 1

Pemerintah Daeruh sebagai Pemegang Hak ClptQ

Pasal4

Kekayaan Intelektual sebagaimana dunaksud dalam PasaJ 3, meliputi:
a. H.k Cipta dan Ekspreai Budoyn Trndisional;
b. Palen, Merek dan lndikasi Oeografis;
c. Vurietas Asal unruk pembuatan Varietas Turunan EAenslaJ; dan
d. Kekayaan Intelekuret lainny .. y..ng diatur dalam peruturan perundang­

undangan.



(1) Perjanjian Lisensi Hnk Cipla harus ditulis secara rertulle dan hams
ditandatangani oleh kedua pihak.

(2) Perjanjion Lisensi Hak Cipta sekurang-kurangnya mernuat informasi
tentang:
a. tangga], bulan. dan tahun tempe! dlbuatnya perjanjian Lisensi Hak

Cipta;
b. nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang

mengadakan perja.njian Lisensi Hak Cipta:
c. objek perjanjian Lisen.i Hak Cipta:
d. jangka waktu perjanjian Lisensi Hale Cipta;
e. dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang Lisensi Hok Cipta;
t. pelaksanaan Lisensi Hak Cipta untuk seIuruh atau sebagian dan hak

eksklusif:
g. jumloh royalti dan pemboyaran Lisensi flak Cipta;
h. dapat atau tidaknya penerirna Lisensi Hak Cipta memberiJcan Lisensi

hak Cipta lebih Ianjut kepada pihak ketiga:
i. baras wilayah berlakunya perjaujian Lisensi Hak Cipta, apabila

diperjanjikan; dan

Pasal9

Pencatatan perjanjian Lisensi Hak Cipta sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 7 dilakukan terhadap objck Kekayaan Intclektual d.i bidang Lisensi 'Ink
Cipta.

Pasal 8

Paragraf3

Lisensi Hnk Cipta

Pasal 7

Pemerintah Daerah scbagai Pernegang Hak Cipta sebagaimnna dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1). berhak memberikan l.isensi Hak Cipt.. kcpada pihak
lain berdasarkan perjanjian Lisensi HaleCipta;

I. peta;
J. karyo seni batik a tau $oni motif lain;
k, karya fOlograJi;
1. potret;
m. karyo sinematograli:
n. terjemahan, tafslr, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,

aranscmcn. modifikaai don karya lain dan hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptaai, aransemen, trnnsformasi, atau modifikasi

ekspresi budaya tradisionat,
p. kornpilasi ciptaan atau data. balk dalam fermat yang dapat dibaca

dengan program komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ckspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut

merupnkan karya yang as Ii;
r. perrnainanvideo; dan
s. program komputer.



Bagian Kedua

Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 12

{II Pemerintah Dacrah mengclola Ekspresi Budaya Tradisional.
(2) Eksprcsi Budaya Tradi,ional sebagaimana dimaksud pada ayat (II.

mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
a. verbal teksrual, baik lisan maupun rulisan, yang berbentuk prosa

maupun puisi, dalnm berbagai tema dan kandungon isi pesan, yang
dapat berupa karya sastra Q'ElUPunnarasi informutif

b. musik, mencakup antara lain, vokaj, inslrumental, utau komhinasinya;
c. gerak, mencakup ant(lrll loin, tarian;

Pasal II

(1) Seuap orang dapat mclakukan penggunaan secara komersial lagu
dan/utau musik dalam benluk layanan publik yang bersifat komersial
dcngan membayar Royahi kepada Pencipta, Pemcgang Hak Cipta,
dan/atau pemilik hak terkah melalui Lembaga Manajemen Kolekur
Nasional (LMKN);

(2) Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud
pada aya, (1) meliputi:
8. seminar dan konferensi kcmersial;
b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malarn, dan diskotek:
c. konser musik;
d. pesawat udara, bus, kerera api, dan kapal laut:
c. pameran dan bazar:
f. bioskop:
g. nada tunggu telepon;
h. bank dan kantcr:
I. pertokoan:
J. pusat rekreasi:
k. lembaga penyiaran lelevisi;
I. lcmbaga penyiaran radio;
m. hotel, kamar hotel, dan fasllltas hotel; dan
n. usahakaraoke.

Paragraf4

ROYDlti Hak Cipta

Pasal 10

(I) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Hak Cipta sebagalmana dirnaksud
dalam PasaJ 5 ayat (3). Pemerintah Daerah memperolch Royalti Hak Cipta
dati pihak ketiga yang melaksanakan komcrsiaJisasi.

(2) Pendapatan atas Royalli Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disetorkan ke kas Daernh, sesuai dengan kerentuan persturan perundang­
undangan.

j. dapat atau tidaknya pemberi Lisensi Hak Cipla melaksanakan sendiri
karya yang lelah dllieensikan.



d. teater, mencakup MIRra lain. pertunjukan wnyang dan sandiwnra
ra.kyat;

c. scni rupa, baik daJam bcntuk dua dimensi maupun uga dimensi yang
terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam,
batu, keramik, kertas, lekNlil, dan lain-lain atau kornbinnsinya;

f. upacara adat; dan/atau
g. bcnruk ekspresi laJnnya sesuai ketenruan peraturnn perundang­

undangan,
(3) Penggunaan Ekspresi Budoya Tradisional sebagaimana dimaksud pada

ayal (2), harus memperhatikan nilai yang bidup dalam masyarakai
pengembannya,

(4) Hak cipta alas ekspresi budoya tradisional sebagaimano dimaksud pada
nyat (I) dan aya! (2), dipegeng oleb negara.

Pasnll3

II) Langkah awat yang dapat dilaJrukan daJam pengetotaan dan penggunaan
Ekspresi Budaya Tradislonal dengan melakukan Identtflkast terhadap
seluruh produk Ekspresi Budaya Tradisional milik daeran.

(2) Identifikasi dapat dilakukan dengan menginventarisasi segata produk
Eksprcsi Budaya Tradisicnal di Daerah yang mencakup:
8. upacara tradisional, yaltu perisli wa sakral yang dilaksanakan dalam

kaitannya dengan adanya kekuatan-kekuatan di luar manusia yang
bersifa; gaib, yang bcrhubungan dengan periatiwa aJam dan daur
hidup;

b. eerita rakyat, kisah yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan,
dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda, dan
clongeng;

c. permainan tradisional rakyat, yaitu suatu kegJotao yang bersifar
rekreatif yang mcmiUki aruran khusus, berfungsi sebagai pemelibara
hubungan sosial, serta merupakan cerminan karakter budaya lokal;

d. ungkapan tradisional, yaitu kaJimat-kalimat kiasan atau simbol-simboJ
yang dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan, yang
mengandung nilainilai budnya dan pandangan hidup masyarakat;

e. pengobatan dan obat tradisional, yajtu lata cam penyembuhan
penyakit yang dilakukan secara tradlsionat dan diwariskan turun
temurun, dengan menggunakan peralatan tradisionat, memanfaatkan
bahan yang diperoleh dari lingkungan alam, disertai dengan
mengucapkan mnruera-mnntem:

r. makanan dan minuman tradisional, yaitu jenia makannn dan minuman
yang berbahan baku alami dan proses pengolahannya masih
menggunakan peralatan sedernana dan tradisional;

g. senjata tradisional, yaitu alai yang digunakan untuk mcmpcrlahankan
diri dari serangan/ancaman dari segale sesuatu serta dapat
merupakan kelengkapan idenlitas sosial, yang eara pembuatan,
benruk, maupun penggunaannya diwariskan turun lcmurun;

h. pcralatan hidup tradisicnal, yaitu segaJa sesuatu yang digunakan
untuk mernudahkan pemenuhan keburuhan hidup manusia;

i. arsltektur [bangunan) tradisional, suaru bangunan yang benruk.
struktur, fungsi, sirnbolis. maupun care pernbuatannya diwariskan



Bagian Keciga

Salinan Ciptaan atau Bagian Ciptaan

PasaJ 15

(I) Pcmcrintab Daerah menginvetarisasi basil karya cipta berupa 1 [satu]
salinan Ciptaan ateu bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pcmegang
Hal< Cipla.

(2) Inventarisasi sebagairnana dirnaksud pada ayal (I) dilal<sanakan oleh
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan
arsip Daeroh.

(31 Pcmbuatan salinan dilakukan untuk pcmcliharaan, pcnggantian salinan
yang dipertukan, atau penggantian salinan dalam hnl sulinan hilang,
rusak, atau musnah dan koleksi permanen di Pera.ngka. Daerah yang
melaksanakan urusan bidnng perpustakaan dan ar.ip Oaerab dengan
syarat.

(4) Pembuatan salinan dimaksudkan untuk komunikasi atau pertukaran
inIormasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara
Perangkat Oaerah yang melaksanakan urusan bidnng perpustakaan dan
arsip Daerah.

Pcmcrinlab Daerah memcgang Hak Cipca atas Ekspr esi Budaya Tradisional
yang penciptaannya sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari
~cmerintah Daerah.

tumn temurun, serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat maJakukan
akti v-itas kehidupan;

j. pakaian rradisional, yaitu busana yang berfungsi untuk melindungi
rubuh, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri kbas atau
idenlitas nagi masyarakat pendukungnya:

k. kain tradisional, segala [cnis lekslil/kain yang buhan bakunya diambil
dari lingkungan alarn sekitar, dan proses pembuetannya masih
menggunakan peralatan sederhana;

I. organises; social. yailu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh
masyarakat tradisional, yang mcmi1iki seperangkat norma dan aturan
yang mengikat keanggotaannya;

m. kesenian tradisional, yairu hasil proses kerja atau gagasan manusia
yang r:nelibatkan kreatifltas. inrulrif, kepekaan indero dan hati, serta
naluri untuk menciptakan sesuaru yang indah dan selaras:

n. pengetahuan tra.disionaJ, pengetahuan yang dimillki atau dikuasai dan
digunakan oleh suaru knmunitas, rnasyarakat, atnu suku bangsa
tcrtentu yang bersifat turun temurun dan torus bcrkembang sesuai
dengan perubahan lingkungan; dan

o. kearifan lokaJ, yaitu sistem pengetabuan masyaraket lokaJ yang bersifet
empirik (berdasarkan r..kta dan pengaJaman) Berta progmotis (konsep
yang tcrbangun bertujuan untuk pemecahan masoJah).

PasaJ 14



Pasal 17

1I) Paten sebagaimana dirnaksud dnlnm Pasal 16, rneliputl :
a, Paten; dan
b. Paten sederhana.

(2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat [I] hUTUf a diberikan unluk
lnvensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan
dalam industri.

(3) Paten sederhana sebagaimnno dunaksud pada ayat II) huruf b diberikan
untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang
telah ada, dan dapar diterapkan dalam industri.

Bagian Ketiga

Royalti Paten

Pasal 18

(II Terbadap pcJaksanaan komersialisasi Paten sebagaimana dimaksud dalam
Pasat 16 ayat (3), Pemerimah Daerah mcmperoleh Royalti Paten dari pihak
kctiga yang melaksanakan komersialisasi.

(2) Pendapalan alas Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat III
disetorkan ke kas Daerah sesuai dengan ketenruan peraturan perundang­
undangan.

BABIV

PATEN

Bagian Kesatu

Pemerintll.h Dnerah Sebagai Pemegang Paten

Pasal 16

(1) Pemcrintah Daerah sebagai Pcmegang Paten atas invensi yang dihasilkan
oleh inventor.
a. dalam Hubungan Dinas; dan
b. dalam bubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak

pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
121Inventor dalam bubungan kerja sebagaimana dimeksud pada ayat P)

huruf a dan huruf b dapot meoggunakan data dan/atau prasarana dan
sarana yang disediakan olch Pemerintah Daerab.

(3) Pcmcrintah Daerah scbagal pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada
aynt (1). berhak mendapatkan imbalan berupa Royalll Paten alas Paten
yang dikomerstalisasikan.

(4) Dalam hal Pemerintll.h Da.rah sebagai Pemegang Palen tidak dapat
melakswtakan patennya. Inventor ...tas persetujuan Pemegang Paten dapat
mcJaksanakan Palen dengan pihak kctiga.

Bagian Kedua

.Jcnis Paten



Pasal20

(II Pemerintab Oaerah scbagai Pernegang Paten berhak membcrikan Lisensi
POlen kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisen.i Palen eksklusif
moupun non-eksklusif.

(2) !'emegang Paten memiliki hak eksldusif untuk melaksanakan Paten yang
dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya
membuat, menggunakan. menjual, mengimpor. menyewakan,
menyerahkan, atau mcnyediakan untuk dijual atau disewakan atau
dtscrahkan produk ya.ng dlberl Paten;

(3) Dalam hal untuk kepenringan pcndidikan, penelitian, percobaan, atau
anallsts, Iarangan sebagairnana dlmaksud pada aYBL(I) dan ayat (2) dapat
dikecualikan scpanjang tldek merugikan kepentingen yang wajar dari
Pemegang Paten dan tidnk bersifat komersial.

Bagion Keempat

Lieensi Paten

(I) Pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan olch Inventor dalam
hubungan keria merupakan pihak yang rnemberikan pekerjaan, kecuali
diperjanjikan lain.

(2) Ketenluan sebagaimann dlmaksud pada ayal (I) juga bertaku terhadap
invensi yang dihasilkan, buik oleh karyawan rnuupun pekerja yang
rnenggunakan data dan/alau sarana yang tcrsedia dalam pekerjaannya,

(3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (I) don ayat (2) berhak
mcndapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleb pihak
pembcri kerja dan inventor, dengan memperbatikan mWant ekonomi yang
diperoleh dari invensi dimaksud.

(4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (31 dapat dibayarkan
berdasarkan:
11. j umlah tcrtentu dan sekaligus;
b. persentase;
c. gabungan antara jurnlah tcrtenru dan sekaligus dcngun badiah atau

bonus: atau
d. bentuk lain yang disepaknti para pihak,

(5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhilungan dan
pcnctapan besarnya lmbalan, para pibak dapat mengajukan gugatan ke
!'engadiJan Niaga.

16) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), ayat (2). dan ayat (31tidak
mengbapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam
sertifikat Paten.

Pasal 19



(II Pemerintab Oaerab mendorong masyarakat di kawasan geograJis tertenru
yang mengusabakan suatu barang danj'atau produk untuk melakukan
pendaftaran lndikaai Geogrttfis.

(2) Pemerintab Daerah (lapel bertindak sebagai pernohon tndlkaei Geografis
untuk didaftarkan kcpada Kementerian Hukurn don Hak Asasi Manusia,
untuk mempero!eh pertindungan.

(3) Pendaftaran !ndikasi Ceografis sebagairnana dimaksud pada ayat (II dan
nynt (2), dilakukan rerhsdap barang dan/atou produk berupa :
A. sumber daya alam;
b. barang kerajinan tangon; Otou
c. hasil industri.

II) Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 rerdlri aras tanda berupa;
a. gambar:
b. logo;
c. nama.
d. kata;
e. huruf;
C. angka: dan
g. susunan warns.

(2) Merck sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dalam bcntuk 2 [dua] dimensi
dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram. atau kombinasl dari 2 (dual
atau Iebih unsur tersebut untuk membedekan barang dan/utQujasa.

Bagian Kedua

lndikasi GeograJis

Pasal23

Pasal 22

Boginn Kesatu

Merck

Posal21

(I) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas Morek yang dihasilkan
pembuat Merek :
a. dalom HubUDg1UlDinas;
b. dalam bubungan kerja dengan Perangkat Daerah Pemerintab Daerab

sebagai pemberi kerjn, keeua!i diperjanjikan lain.
(2) Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(I) huruf a dan huruf b dapat mcnggunakan prQSQJ1U1Qdnn/alau sarana
yang disediakan Pernerintah Dnerab.

BABV

MEREK DAN 1[I10lKASIGEOGRAFIS



Penamaan, pendaftaran dan pcnggunaan varieeas Turunan Esenslal Meliputi:
Q, Setiap Varietas Hasil Pemuliaen yang akan digunakan sebagai Varielas

Asat untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial horus dibcri nama yang
rnerupakan idenutes Varic] •• yang bersangkutan.

b. Penamaan Varietas l"ASi), Pcmuliaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
hnrus mcrncnuhi ayarat scbagai bcrikut:
I. mencerminkan ideruitss Varietas Hasil Pemuliaan Y6ntl bersangkutan;
2. tidak menimbulkan kerancuan karakterisuk, nifai, atau idcmites suatu

varietas Hasil Pemuliaan;
3. tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang .udoh ada;
4. udak menggunakan nama orang terkenaj:
~. tidak menggunakan name alam:
6 tidak menggunakan lambang negara; danj'atau
7. tidak menggunakan mcrek dagang untuk barang dan jasa yang

dlhasilkan dan bahan propagasi seperti benih atau bibit, "tau bahan
yang dihasilkan dari Varietas lain. jasa trasr'lportasi atau penyewaan
tenaman.

P-dSIII26

(1) vartetas Asal yang digunakan untuk membuat Turunan Esensial dapat
berup a , Varietas Lokal, atau Varietas Hasil Pemuliaan, baik yang diberi
maupun tidak diberi Pertlndungan Varieras Tanarnan (PVT).

(2) Vurietas Lokal atau Vurletas Hasil Pemullaan yung tidak diberi
Perlindungan Varietas 1'unamnn (PVT) sebagaimana dimoksud pada ayat
(1) harus diberi nama dan didalrer terlebih dahulu oleh Kanlor
perlmdungan Varietas Tanaman (PVTI sebelum digunakan scbagai vaoeras
Asal unruk membuat Varictas Turunan EsensiaJ.

(l) Pernbuatan Varietas Tu rUnHn l'!;sensia1 dan Varie(a~ Asul harus mernenuhi
dua syarat:
8. melaJui meiode seleksi tertentu; dan
b. sifat Varielas asaJ ICIOP dapat di pertahankan.

(2) Metod. seleksi tertenru sebagelrnana dimaksud ayat II) huruf a meliputi:
8. mutest alami;
b. mutasi induksi;
c. seleksi individual Wlnel8s yang sudah ada;
d. silang balik;
c. variasi somaklonasi: dan/atau
f. rekayasa genetlk.

(3) Slfat Variela.s Asal yang dapat dipcrtahankan sebagulmana dimaksud pada
Hyht (l) huruf b paling sedikh 70% (Iujuh puJuh persen],

(4) kercnruan lebih lanjut mcngcnai mctode selcksi scbagaimano. dimaksud
pada ayat (2) dan lata earn penghitungan persemase sifat Varietas Asal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menten I'ertanian
dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi terkait,

Pasal 25

Pasal24

DAB VI

PEMBUATAN VARlETAS TURUNAN ASAL



sebagaimana
Daerah yang

(2) Penyclenggaraan inveruartsasi Kekayaan Inte1ektua!
dirnaksud pada ayat (I I, dilaksanakan Perangkat
melaksanakan penelitian dan pengembangan,

(31 Dalam pelaksanaan inventarisast Kekaynaan lntelektual. Perangkat Daerah
yang rnelaksanakan penelitian dan pengembangan berkcordinasi dengan
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perindustrian, bidang

(l~ walikcta menyetenggarakaninventarisasi Kekayaan Inlclektual yang
dihasilkan di Daerah.

BAB V111

INV£NTARISASI KEKAVAAN INTE:LE:KTUAL

Pasal 29

(l) Kekayaan lntelektual yang dihasilkan mclaIuJ kegiatan penelitian dan
pengembangan oleh Perangkat Oaerah merupakan milik Pemerintah
Daerah,

(2) Dalam hal pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana
dimaksud pada ayar (1) diblayai sebagian oleh Pemerintah Daerab dan
sebagian dibiayai oleh pihak lain, Kekayaan lntelektual rnenjadi milik
bersama yang diruangkan daJam Perjanjian scsuai kercntuen peraturan
pcrundang-undangan.

BAB VII

PEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL PENELlTIAN DAN
PENGEMBANGAN

Pasal28

(1) Pemilik Varietas Hasil Pemuliaan yang akan digunakan sebaga Varietas
Asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial narus memberikan
nama Varielas tersebut dengan memenuhl persyararan sebagaimana
dimakaud daIam Pasal 26.

(2) Pemilik Varietas Hasil Pernuliaan sebagaimana dimaksud dalam ayat I)
mendaftarkan Varietas Haail Pcmuliaannya kcpada Kantor PVT.

(3) Kantor PVT mendaftar Varietas Hasil Pernuliaan yang bersangkuian
daJam Daftar Umum J'VTdalarn jangka waktu paling lama 30 (tiga puJuh)
bari sejak pendafiaran disampaikan oleh pemilik V8.rietas Haeil
Pemuliaan.

(4) Dalam hal nama Varietas Heeil Pemulinan tidak sesuai dengan
persyaratan sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal 26. maka Kantor PVT
memberikan saran pcrbaikan nama Vurictas Hasil Pcmullaan tersebut
secara tertulis dalam [angka waktu paling lama 30 (liga puluh] hari sejak
pendaflaran disampaikan oleh pemiJik Varielas HasiJ Pemuliaan.

(5) Apabila dalam jangka wakru paling lama 3 (tign) bulan terhitung sejak
tanggal saran perbaikan nama verietas Ha3U Pemuliaan dari Kantor PVT
sebagairnana dimaksud pada ayal (41. pemiJik Varieras Haail Pemuliaan
tidak mcmberikan tanggapan, maka pendaftaran tersebur dianggap
ditarlk kembali.

Pasal27



(11 Dalarn rangka perlindungan Kekoyaan lntelektual di Daerah, WalikoT.a
memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual kcpada Kcmentcrian
Hukum dan Hak Asas! Monusia. meliputi :
a. pencatatan Hak Cipta;
b. pendaftaran Paten;
c. pendaftaran Merek dan Merck Kolekt'f; dan
d. pendaftaran lndikasi Oeegrafle.

(21 Fusilltasi pencatatan Hak Cipto sebagairnana dimaksud pada syat (II huruf
a, dilakukan dalaro hal Ciptaan tersebut :
Q. tidak diketahui Penciptanya;
b. lidak diketahui Penciptonya dan Cipraan tersebut belwn dilakukan

pengumuman;
C. tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau

samatan Penciptanya yang diumumkan oleh Pemerintah Daerab untuk
kcpcntingan Pencipte: dan

d. dalam bal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak dikctabui Pencipta dan
pihak yang melakukan J>.:ngumwnan.

(31 Fasilitasi pendaftaran Palen sebagaimana dimaksud pada ayat (II huruf b.
dilakukan daJam hal Paten yang dihasilkan mclalui kcgiatan penelitian dan
pengembangan oleh Pcrungkat Daerah yang melaksanakan urusao bidang
penelitian dan pengembangan, dengan pendanaannya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belonjo Daerah,

(4) Pasililasi pendaftaran Merck sebagaimana dimaksud pada ayat (11hurufc,
mcliputi :
a, merek yang dihasilkan dalam Hubungan Dinas; don
b. merek yang dihasilkan dalam hal Pemerintah Daerah sebagai pihak

yang membe.rikan pekerjaan.
(5) Fasilitasi pendaftaran Merck Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, diperuntukkan bogi pengembangan{pcmberdoyaan usaha keciJ,
dan! atau pelayanan publik.

(61 Fasilitasi pendaftaran Indikaei Gcogrefis sebagaimanu dimakaud puda ayat
(11 huruf d. dilakukan terhudap lembaga yang mewakili masyarakat di
kewesan geografis tertenu, yang mengusabakan suatu barang dan/atau
produk sesuai ketentuan peroturan perundang-undangan.

BAElX

FASILITASI PENDAFTARAN

Pasal 30

perdagangan, bidang koperosi dan usaha keeit, bidang kelautan dan
perikaruut, bidang pertnnian, bidang Jingkungan hidup, bidang pangsn,
sertn bidang lain yang lcrkoit dcngan kekayaan intelcktuaJ.



BAB XII

SEN'TRA KEKAYAAN INTELE"''TUAL

Pasal35

(I) Wahkcta membentuk senrrn Kekoyaan Intelektual Dacrah dalam rangka
Pcngelolaan Kekayann lntetektucl di Daerah,

Pasal34

(I) Walikota melakukan pcmeliberaan Kekayaan lntelektuat rnilik Pemerintah
Oaerah.

(2) Tala cara pemcliharaan Kekayaan Intelektual aebagaimana dimaksud
pada ayat (I). dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pcraturan
pcrundang-undangnn.

(II Dalem rangka pemanfaatan Kekayaan lntelektual, Walikota
menyelenggarakan aJih teknologi Kekayaan Iruelektual kepada badan
usaha, pemerintah lain, atau rnasyarakat, sesual dengan peraturan
perundang-undangan,

(2) Dalam hal alih teknologi Kekayaan Intelektual yang sebagian biaya
kegiatan meoghasilkannya dibiayai oieh pihak lain. pelaksanaan aJih
tcknologi Kekayaan Intelektual dilakukan berdasarkan perjaojian.

MBXI

rEMELIHARAAN

Dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Wetikota melaksanakan
penyebaran informasi Kekayaan Inrelektual yang dimiliki denga» tidak
rncngurangi kcpcntingan perlindungan Kckayaan Intelekuial.

Dagian Ketiga

Alih Teknologi

Pasal33

(2) Tata cars pcnyelenggaraan tata kclola pemanfaatan Kekayaan lntelektual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang ..undangan.

8agiclrl Kedua

Pcnycbaran lnformast

Pasal32

Kekaynnn lntelekrual
Kekayaan Intelektual yang

Pasa! 31

50bagai pemilik
kelolo pemanfaatan

(1) Pemerintah Daerah
mcnyelenggarakan tala
dihaailkan di Daerah.

BABX

PEMANFMTAN

Bagian Kesatu

Umum



(I) WaJikota membangun ststem infonnasi Kckayaan Intelektual.
(2) SI.tem informasi sebagatmana dtmaksud pada ayat (II. paling kurang

meliputl :
a, basis data Kekeyaan lntelektual;
h. deskripsi Kekayaan lruelektual;
c. profit inventor:
d. status Kekayaan lntelektual: dan
c. sertifikat.

(31 Pelaksanaan sisrem informasi scbagaimana dimaksud pada ayat (I} dan
(2). ditakukan oleh Perangka; Oaerab yang membidangi penelitian dan
pengembangan.

BABXTV

SISTEM INFORMASI

Pasal 37

(II Walikota mcngcmbangkan pola kerja sama dalam Pengelolaan Kekayaan
lntelekrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(21 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dcngan :
a, pemerintah pusat;
b. pemerintah daerah provinai:
c. pemerintah daerah kabupatenj'kota;
d. pcrguruan tinggi;
e. badan usaha;
C. masyarakat; dan/atau
g. pihak luar negeri.

(31 Sentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada IIYst (21. meliputi :
a, pemanfaatan Kekayaan IntelektuaJ;
b. pengernbangan Kckayaan lntclektuaJ;
c. penycbaran informasi;
d. pembinaan dan pengaw •• an Kekayaan lntclektual.

(2) Pembangunan sentra Keknynan Intdektual scbastaimana dimaksud pada
ayat (II. dilaksanakan secars bertahap sesuai kemampuan keuangan
Dacrah.

(3) Sentra Kekayaan Intelektuol sebagaimana dimaksud padn oyal (1). berada
di bawah Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan.

(~) Scntr .. Kekayaan lntelckrual bertugas melaksanakon fasilitasi segala
bentuk kegiatan Pengelolsan Kekayaao lntelekrual.

BAB XUI

KERJA SA-iliA

Pasal36



(I) Pengawasan sebagarmena dimaksud pada ayat (I), dilakukan terhadap:
9. pencaiatan dan pengelolaen Hak Cipta:
b. pendaftaran dan pengelolaan E:kspresi Budaya Tradlslonal;
c. pendaftamn dan pangelotaan Paten;
d. pendanaran dan pengelolaan Merek; dan

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal40

PasaJ39

(I) Walikota menyelenggarakan pembinaan Kekayaan Inrelektual kepada
Pemerintah Daerah dan/stau masyarakal.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan terhadap :
a. pencararan dan pengelolaan Hak Cipta;
b. pendaftaran dan pengelolaan Ekspresi Budaya Tradlslonal;
c. pendaftaran dan pangelolaan Paten;
d. pcndaftaran dan pengclolaan Merek; dan
e. pendaftaran dan pengelolaan lndikasi Oeogran •.

(3) Kegiatan pembinaan sebagalmena dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
melipuli :
a. koordinasi:
b. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
c. sosiatisasl dan bimbingan teknis;
d. supervisi dan konsultasi:
e. banruan teknis dan bantuan program: dan
r. pendidikan dan pelatihan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimakeud pada ayat (l) dllaksanakan oleh
Perangkat daerah yang molaksanakan urusan bidang pencliuan dan
pcngem bangan.

(5) Penyelenggaraan pembinaan oleh Pemerintah Daera h dllaksanakan sesuai
kemampuan keuangan Daerah,

Bngian Kcsaru

Pembinaan

BABXVI

PE:MBINAAN DAN PENOAWASAN

BABXV

PARTISLPASI

Pasal 38

(I) Masyarakat berpartislpasi dalnm Pengelolaan Kekayaan Jntetektual.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayal (I)

dilaksanakan paling kurang dalam bentuk :
a. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
b. pcmbcrian informas; dW1 data pertindungan peteatarien Kekayaan

lntelektuaJ; dan
Co pengawasan.



BAB XVIll
INSENT[F

Pasal42

(1) Walikota dapat memberikan insentif kepada setiap orang. keJompok,
lembaga, dan/atau badan usaha yang berjasa dalam :
a. melakukan lnovasi Kekayaan fntelektual; dan atau
b. berperan serta dalam fasilitasi Kekayaan JntelektuaJ danj'atau Ekspresi

Budaya Tradisional.
(2) lnsentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (11, diberikan dalam bentuk fasilitasi pendaftaran, program,
penghargaan, dan/atau bantuan, yang pelaksanaannya disesuaikan
dengan kernampuan keuangan Daerah.

BAB XVII

PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Intelektual bersumber dar; :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. surnber lainnya yang sah dan tidak mengikat,

e. pendaftaran dan pengelolaan lndikas] Geografis.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dan ayat (2),

dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang rnelaksanakan urusan bidang
penelitian dan pengembangan.



BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 75,\

.
pad') tanggal :20 M..., 2022

S8KRETARIS OAERAH KOTA BIMA,

Diundangkan di Kola Bima

rMUHAM~t~O LUTFI

2022

.v

Ditetapkan di Kota Bima,

pada tanggal 20 M(.;

It- WALIKOTA BIMA .vr

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengctahuinya, rncmcrintahkan pengundangan Peraturan
walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kola Sima.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
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